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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi
terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan
melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik
yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan
pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin
setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain
bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data
BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan
konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi
statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan
informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data
statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2024 memberikan gambaran mengenai tingkat
kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan lll Tahun 2024 mencakup
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami
berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja
pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk
perbaikan ke depan.

Pringsewu, 7 Oktober 2024
Kepala BPS Kabupaten Pringsewu

Eko Purnomo, S.ST, M.M.
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BAB 1
PENDAHULUAN







1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat
Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam
pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS
memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data
dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik
yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS
menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan
pelayanan satu pintu atau one gate service dalam penyediaan data dan informasi
statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi,
maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen
dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang
diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST
BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media
daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau
media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta
pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi
mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga
peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui
Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS
Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba
(pilot project). Tahun 2009 — 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS



provinsi. Tahun 2011 — 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak
tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi
metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing) untuk pertama kalinya. Dengan metode
CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui

aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2024 adalah mendapatkan persepsi konsumen
tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi
kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk

peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2024 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah
Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada
BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing
penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2024 di masing-masing
satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM)
di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI
atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus
berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada
keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan
koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS

Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
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Gambar 1. Alur Koordinasi SKD 2024

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2024 disusun dengan tujuan agar (a)
pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara
yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas,

tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD

2024 dapat berjalan dengan baik.
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BAB 2
METODOLOGI







Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember 2024,
sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2024

sampai dengan saat pencacahan.

2.1, Metode Pengambilan Sampel

SKD 2024 dilaksanakan dengan metode nonprobability sampling, yaitu
teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2024 adalah konsumen yang
menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah quota sampling, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah
subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.
Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel
dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima
layanan mulai 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31
Desember 2024). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:
1. Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST
dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam
daftar konsumen;

2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;

3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan

4. Pengguna aplikasilayanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan
secara online dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2024 dengan mengakses

link kuesioner yang tersedia pada layanan online.



2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan
mandiri (self-enumeration) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data
dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok |
dan Blok lll Kolom 1-10 VKD24. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara
(misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka
pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan
cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga
dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden
terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok Il dan Blok Il Kolom 11 VKD24.

Moda pengumpulan data SKD 2024 melalui:

1. Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2024, penggunaan moda ini
dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang
akan dijelaskan pada Subbab 3.2.

2. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan
moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau
operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk

konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2024 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit
PST BPS sejak 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31
Desember 2024). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap
muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui
media telepon, faksimile, dan surat; atau melalui media daring (online) seperti
website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Ketentuan responden SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.



2.4. Target Responden

Target responden SKD 2024 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah
tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota
(Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan

dengan formula berikut:

2 —
moZpd-p) 1

6’2 r

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang
belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil
tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35%
dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransitingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No. Wilayah PST Jumlah Target Responden  Target Responden

Unit PST per Unit (orang) (orang)
1. BPSPusat 1 150 150
2. BPS Provinsi 35 70 2.450
3.  BPS Kabupaten/Kota 491 30 14.730
Jumlah Responden 17.330

Kegiatan survei yang menggunakan metode non-probability sampling tidak
mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan
kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa
penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode
sampling non-probability sampling adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,

dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring



dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al,

2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.5.

Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2024 meliputi:
Keterangan Pencacahan
Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis
kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori
instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan
dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan
untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik
Terpadu (PST).
Blok Il. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS,
mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan
BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada
konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian
konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
Blok lll. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis,
tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan
tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan
konsumen terhadap kualitas data.
Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi
peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan

data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.



2.6. Jadwal Kegiatan
Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2024
Kegiatan Waktu
1. Identifikasi Kebutuhan Data M2 — M4 Jan
2. Perancangan M4 Jan — M2 Feb
3. Implementasi Rancangan M2 — M3 Februari
3.1. Briefing Petugas M4 Februari
4. Pengumpulan Data
4.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Maret — Desember
4.2. Survei Kebutuhan Data [SKD] Maret — Desember
5. Pengolahan Data
M4 Maret — M1 April
. . M4 Juni — M1 Juli
5.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan M4 September — M1 Oktober
M4 Desember — M1 Januari 2025
. M4 Juni — M1 Juli
5.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran M4 Desember — M1 Januari 2025
5.3. Survei Kebutuhan Data [SKD] -Tahunan Oktober - November
6. Analisis Data
M1 April
6.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan M1 Jul
o P y M1 Oktober
M1 Januari 2025
6.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran M1 Juli & M1 Januari 2025
6.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan M3 November — M1 Desember

7. Diseminasi Data

7.1.

Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M1 April
M1 Juli




Kegiatan

Waktu

M1 Oktober
M1 Januari 2025

7.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M1 Juli & M1 Januari 2025

7.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan

M1 Desember

8. Evaluasi

8.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M2 April

M2 Juli

M2 Oktober

M2 Januari 2025

8.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M2 Juli & M2 Januari 2025

8.3. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Tahunan

M2 — M3 Januari 2025

8.4. Survei Kebutuhan Data [SKD]

M2 — M3 Desember




BAB 3
PENGUMPULAN DATA

V %






3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden
dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk hardcopy. Wawancara
dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya,
responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang

berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok Il dan Blok 11l Kolom 11.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (online) merupakan pencacahan yang dilakukan
terhadap responden melalui aplikasi berbasis website, yaitu Aplikasi SKD2024.
Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD24
online, yaitu:

1. Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (/ink)
yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
responden.

2. Online-PST, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri
pada web browser komputer di unit PST.

3. Online-Link, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui link yang
terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: website BPS, aplikasi Allstats
BPS, PST Online, Sirusa, e-mail, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur

running text pada website BPS.



3.3.  Aplikasi SKD2024

Aplikasi SKD 2024 merupakan aplikasi berbasis website (online) yang dibuat

untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap

pertanyaan dalam kuesioner SKD 2024.
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o Blok 1

1.Nama @
2. E-mail @
3. Nomor Handphone @

4. Jenis Kelamin

5. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan @
6. Pekerjaan Utama @
7. Kategori Instansi/Institusi

8. Nama Instansi/Institusi @

EX Utama Hasil ji kses Layanan @

10. Jenis Layanan yang Digunakan @

11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS @

12. Apakah pernah melakukan pengaduan terkait Pelayanan Statistik
Terpadu (PST)2 @

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK |. Keterangan Responden

Laki-laki () Perempuan

Pilih Salah Satu

Pilih Salah saty

Pilih Salah Satu

Pilih Salah Satu

Perpustakaan
Pembelian Publikasi BPS

Pembelian Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik
Akses Produk Statistik Pada Website BPS
Konsultasi Statistik

Rekomendasi Kegiatan Statistik

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung
Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.g0.id)
Website BPS (bps.go.id) | AllStats BPS

Surat Email

Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, dil.)
Lainnya

Ya Tidak

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online
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Blok Il. Kepuasan terhadap Layanan Data dan Informasi Statistik BPS

Menunst pendapat Saudars, bagaimana tinghat kepentingan dan tingkat kepuasan Saudara pada rincian pelayanan berikut?

Kk angha yang Saudara pilh sesuai siala 1-10 berikut: - Sungat Tidak Panting/TidskPuss o o o b o o i i fr i SanDat PentingPuas

Tingkat kepentingan adalah gambaran pelayanan yang seharusnya diberikan BPS sesuai dengan keinginan/harapan kensumen.

Tingkat kepuasan adalah penilaian kinerja yang dirasakan konsumen.

1) Tidak waiib diisijika tidak pernah melakukan pengaduan

L Informasi pelayanan pada uit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non
elektronik.

2 A i oleh konsumen.
3 pe mudah
4. Jangka ian pelayanan di k
3 dibayar biaya yang, ditetapkan
6. Produk pe:
7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
HN—
s yamg berheutan ks, dan aalvas pelayanan online
B.Data BFS lalui fasilitas utama i (s i 1 Rincian 11

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

[AgAgAgagkgagagagupudy

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU W W wWrwirw-

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT YT vy Yy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU WWwwrwirwe

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W W vy

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT Yy vy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)
YT YrYr -

Tingkat

Fasil Blok 1 Rincian 12} séalsh

Pelayanan Seatisik Terpadu aniine {pet.bps sa.id)

10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.

11 i {contoh: Kotak saran dan pengaduan,
website https: /pengaduan bps go.id, e-mail bpshq@bps. go.id)

12. mudah d jelas, dan tidak berbelit belit

13, Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.

14. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.

15. Tidak aca penerimazn i luar ketentuan yang ber
P namor 7 tshun 2015 tentans PNEP dan link PerBan No 2 Tahun 2019 tig taril el rupiah

16. Tidak ada pungutan liar (pungli] dalam pelayanan

17. Tidak aca praktik percaloan dalam pelayanan.

YT Y Yy Yy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W iriy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

Y Tr v Y irvr =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

Wy

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT Yr Ty vr iy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YTy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W irir -

Tingkat Kepentingan (harapan kansumen}

YTy Yy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT r v vy iy iy -

Tingkat Kepentingan (harapan kansumen}

W wrwirw .

I s

Sangat Penting/Puas

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASAE RS S RgASASE SR AL

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WwIwirw-

Tingkat Kepuasan [penilaian konsurmen)

YT v v v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WwIwirwe

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

Wiy

Tingkat Kepuasan [penilaian konsurnen)

YT Y Yy v i v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)
PASAE RS SRgASASE Sk S AL

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

T T rvr =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

Wity =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASASAE QAN RSk Sk S AL

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WOrrwirwirire

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PAgASA SR ARAS A S 4SS A L

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

T irr v irvr=

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PARAGASRSASA A S S A g% S

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

pAgagadupaRagagndngad

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

v v v v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

WOWorwwwwwrre
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SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK Ill. Kebutuhan Data

Isikan dato-data yang dibutuhkan/dikonsultasikan dari BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut dengan mengklik tombol “Tambah Kebutuhan Data".

Tambah Kebutuhan Data

# Rincian Data Wilayah Data Tahun Data Level Data Periode Data Data Diperoleh Aksi

m Lanjutkan Nanti [‘»’

Tambah Kebutuhan Data *

1. Rincian Data

2. Wilayah Jenis Data

3. Tahun Jenis Data

sampai dengan

4. Level Data

—Pilih Salah Satu w
-

5 Periode Data —Pilih Salah Satu--- v
atu

6. Apakah data pada nomor (1) - —pilih Salah Satu— -

(5] sudah diperoleh?
sty

Gambar 3. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

[: I Q s [: I [« L

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK IV. Catatan

Tuliskan Catatan

Gambar 4. Halaman 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online
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Home [ Dashboard / Dashboard

Eprogres BPS RI

Hasil Hitung Cepat secara Nasional

. Ry RESPONDEN LENGKAP KK
- 10783 o as60
responden yang 28.26% dari tar skala 0-100

JRe=wrerions Provine] sudah mengisi blok 1

2.86%

Segmentasi Konsumen  Kepuasan L.

0.00%

38.57% i Sebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan 3 Tingkat Kepuasan berbanding Tingkat Kepentingan

Sebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan

Tingkat Kepuasan Berbanding Tingkat
Kepentingan

18.57%

Tingkat Nasiona

42.86%

45.71%

22.86%

17.14%

52.86%

Tingkat Kepuasan : Tingkat Kepentingan = Tingkat Kepussan
KEPULAUAN RIAU 0.00%

:< JAKARTA 2.86% abel keterangan nilai Tingkat kepentingan dan Tingkat Kepuasan

s143%  No  indikator Tingkat Kepuasan Tingkat Kepentingan Gap Kuadran
1 nformasi pelayanan tersedia 93936 93645 0029 c
aT1e%

2 Kemudahan Persyaratan Pelayanar 9.4092 93377
27.14%

E Kemudahan Prosedur 9.4335 93823

58.57%

4 Kesesuaian Ja

a Waktu Peny

lesaian 94117

BANTEN 27.14% s Kesesuaian Biaya Pelayanan 9.4915 9.3808 o D

Kesesuaian Produk Pelayanan 9.4257 9.3758

BALI 45.71%
[N RN SsssS

T Sarana Prasarana 94255 03789 0059 c
1.43%

s emudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama 2.4501 .410
30.00%
E Respen Petugas Pelayanan 94911 9.4205

0.00%

Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online 9.4569 2.4024

15.71% u Kemudahan Fa:

itas Pengaduan 93823 83247

ANTAN SELATAN Py 12 Kemudahan Proses Penanganan pengaduan 925236 25451 021 B

AANTAN TIMUR 103.33%

ANTAN UTARA 31.43%

67.14%

SULAWESI TENGAH 24.20%
[Ses==y

0.00%
SULAWESI TENGGARA 8.57%
o

8.57%

12.86%
MALUKU 0.00%
MALUKU UTAR 40.00%
SRS AARASY

PAPUA BARAT 0.00%

PAPUA 0.00%

Copyright © Badan Pusat Sta

Gambar 5. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online
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Data Triwulan 15KD2024 (Skala 4) 5 Download

Showing 261-280 of 550 items.

Kode Daerah Nama Daerah IKK(Metode BPS) IPAK{Metode BPS) IPKP(Metode Kemenpan) IPAK(Metode Kemenpan)
3517 JOMBANG 3.6996 (Baik) 38320 (Baik) 3.7024 (Baik) 3.8320 (Baik)
3518 HGANJUK 3.7344 (Baik) 37975 (Baik) 3.7348 (Baik) 976 (Baik)
3519 MADIUN 35148 (Baik) 39056 (Baik) 3.7920 (Baik) 3.9056 (Baik)
3520 MAGETAN 3.6584 (Baik) 37645 (Baik) 28 (Baik) 44 (Baik)
3521 NGAWI 3.7224 (Baik) 37184 (Baik) 3.7506 (Baik)
3522 BOJONEGORD (Baik) 3.9512 (Baik) 3.9500 (Baik)
3523 TUBAN 3.7176 (Baik) 3.8340 (Baik) 3.7264 (Baik) 3.8340 (Baik)
3524 LAMONGAN 3.5880 (Baik) 33896 (Baik} 3.9858 (Baik) 2.5802 (Baik)
3525 GRESIK 3.6448 (Baik) 37160 (Baik) 3.6144 (Baik) 3.7160 (Baik)
3526 BANGKALAN 3.6656 (Baik) 28244 (Baik) 3.6712 (Baik) 3.8240 (Baik)
3527 SAMPANG 3.6892 (Baik) 35016 (Baik) 3.7080 (Baik) 3.8012 (Baik)
3528 PAMEKASAN 3.7558 (Baik) 38196 (Baik) (Baik] 3.8192 (Baik)
3529 3.7128 (Baik) 39148 (Baik) 3.7228 (Baik) 3.9148 (Baik)

3571 KEDIR: 3.6456 (Baik) 3.6544 (Baik) 3.7704 (Baik)
1572 BLITAR 3.789 (Baik) 3.8164 (Baik) 3.8840 (Baik)
3573 MALANG 3.9428 (Baik) 3.5284 (Baik) 3.5752 (Baik)
3574 PROBOLINGGO 3.7212 (Baik) 37375 (Baik) 3.5988 (Baik) 3.7376 (Baik)
3575 PASURUAN 3.6728 (Baik) & (Baik) 3.6815 (Baik) 72 (Baik)
3576 MOJOKERTD 3.7932 (Baik) 32400 (Baik) 3.7776 (Baik) 3.8400 (Baik)
3577 MADIUN 3.7868 (Baik) 28272 (Baik) 3.7660 (Baik) 3.8268 (Baik)

Copyright © Badan Pusat Statistik.

Gambar 6. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online
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Pengolahan data hasil SKD2024 pada Triwulan Il mencakup realisasi hasil
pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS
Kabupaten Pringsewu. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks

yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan
hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih
variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi
silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil

pengumpulan data.

4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau Customer Satisfaction Index (CSl) merupakan
ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang
diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2024
adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh
dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12

atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD24.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:
1. Menghitung Penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan
seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:



w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, 2121 w; =1
i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i
[ =1,2,..,12

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK’)
IKK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan
berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK’:

12 12
;X wix

IKK = —— = Z W .
212 at

-1 Wi i=1

dengan Xi = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK
Penghitungan IKK’ menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK’

menggunakan rumus berikut:

IKK'

IKK =
Skala maksimum penilaian

IKK'
X 100 = —— x 100
10

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Kinerja Unit Pelayanan
(1) (2)
25,00 - 64,99 Tidak baik
65,00 - 76,60 Kurang baik
76,61 - 88,30 Baik
88,31 - 100,0 Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang
diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM
diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan
berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan

tersebut yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD24.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan

Survei Kepuasan

Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
ul Kesesuaian Persyaratan R2 Persyaratan pelayanan yang

ditetapkan mudah
dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.

U2 Prosedur Pelayanan R3 Prosedur/alur pelayanan yang
ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

u3 Kecepatan Pelayanan R4 | Jangka waktu penyelesaian
pelayanan yang diterima sesuai
dengan yang ditetapkan.




Atribut Pelayanan
Survei Kepuasan
Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
U4 Kesesuaian/ Kewajaran R5 | Biaya pelayanan yang dibayarkan
Biaya sesuai dengan biaya yang
ditetapkan.

us Kesesuaian Pelayanan R6 Produ.k pelayanan yar.l.g d.i.terima
sesuai dengan yang dijanjikan.

U6 Kompetensi Petugas R10 | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi
pelayanan online mampu
memberikan informasi yang jelas.

u7 Perilaku Petugas R9 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi

Pelayanan pelayanan online merespon dengan
baik.

us Penanganan Pengaduan R12 | Proses penanganan pengaduan PST
mudah diketahui, jelas, dan tidak
berbelit-belit.

[Ditanyakan jika responden pernah
melakukan pengaduan]

U9 Kualitas Sarana dan R7 | Sarana dan prasarana pendukung

Prasarana pelayanan memberikan
kenyamanan.
R11 Keberadaan fasilitas pengaduan PST
mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS

dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap




2.

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan
dengan rumus, sebagai berikut:

. ) Jumlah Bobot 1
Bobot nilai rata — rata tertimbang = =_ =
Jumlah Atribut X

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

o ] Jumlah Bobot 1
Bobot nilai rata — rata tertimbang = =-—=0,11
Jumlah Atribut 9

Menghitung IKM
Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan

rumus sebagai berikut:

KM = Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan

Nilai Penimb
Total Atribut Pelayanan yang terisi x fital Fenimbang

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala

maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

IKM'

IKM = X
Skala maksimum penilaian

IKM'
100 = —— x 100
10

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

MUTU KINERJA
NILAI | NILAIINTERVAL | NILAI INTERVAL UNIT
PERSEPSI (NT) KONVERSI (NIK) PEL&[‘Q;KNAN PELAYANAN
(¥
1 1,00 - 2,5006 | 25,00 - 64,00 D Tidak baik
2 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 c Kurang
baik
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324-4,00 |88,31- 100,00 A Sangat
baik




4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan
yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di
BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel)
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok Il kuesioner
VKD24. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada
satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4,
sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:

KM IKM
IPKP = —— X Skala maksimum penilaian = —— X 4
100 100

4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk
memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan
perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada
diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada

praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata



tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang

ada di Blok Il kuesioner VKD2023.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat
kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

dengan:
w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, Zil w; =1
y; = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i
i =1,2,3,45
2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK’)
IPAK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan
berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK’ :

dengan:

x; = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.



3. Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK

merupakan hasil konversi nilai IPAK’ menggunakan rumus berikut:

IPAK IPAK'
IPAK = - —— x 100 = x 100
skala maksimum penilaian 10

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi

semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk
memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan
kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam
memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap,
tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK

diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat



kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok Il kuesioner

VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1.

Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"
masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap
atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan
dengan rumus, sebagai berikut:

o . Jumlah Bobot 1
Bobot nilai rata — rata tertimbang = =—=
Jumlah Atribut X

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1
=-=0,20
Jumlah Atribut 5

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang
dengan rumus sebagai berikut:

. Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku

IPAK = Nilai Penimb
Total Atribut Perilaku yang terisi * fital Fenimbang

Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam
kuesioner VKD2024. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas
menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK’ dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:
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BAB 5
ANALISIS DATA

V %






5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Kabupaten Pringsewu memiliki target minimum jumlah responden yang
harus dipenuhi dengan periode data SKD 2024 (Januari-Desember 2024) sebanyak
30 responden. Pelaksanaan SKD2024 pada Triwulan Il (Januari-September) Tahun
2024, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang
mengikuti survei sebanyak 39 responden yang semuanya telah diverifikasi oleh
pemeriksa. Pencapaian target pengumpulan SKD2024 pada triwulan Il sudah
memenuhi target awal dan akan terus berproses hingga akhir periode pengumpulan

data pada 31 Desember 2024.

Monitoring Pemasukan Dokumen Entri SKD 2024 untuk BPS Kabupaten PRINGSEWU

Datam persen (%)

25 1z 13 140
Pemasukan Dokumen (4

© Pemasukan Dokumen SKD

Gambar 7. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan I-1ll BPS Kabupaten
Pringsewu

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2024 adalah IKK. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS

Kabupaten Pringsewu dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK
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dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan
hasil SKD 2024, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Pringsewu
Triwulan Il Tahun 2024 sebesar 93,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja

pelayanan di PST BPS Kabupaten Pringsewu termasuk dalam kategori Sangat Baik.

5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi
Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST
BPS Kabupaten Pringsewu. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2024, nilai IKM terhadap pelayanan
di PST BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 belum dapat dicantumkan karena

masih proses verifikasi oleh pemeriksa.

5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Kabupaten Pringsewu. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2024, nilai IPKP terhadap pelayanan di
PST BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 belum dapat dicantumkan karena masih

proses verifikasi oleh pemeriksa.



5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk
menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan
di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung
dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD
2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Pringsewu di Triwulan 3-
2024 mencapai 95,70%. Hal ini menunjukkan BPS Kabupaten Pringsewu sudah

sangat baik dalam menerapkan prinsip anti korupsi.

5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi
pada pelayanan di PST BPS Kabupaten Pringsewu. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut
pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD 2024, nilai IPAK
terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Pringsewu belum dapat dicantumkan

karena masih proses verifikasi oleh pemeriksa.
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6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia. SKD 2024 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan
data pada 1 Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu dari data yang
dikumpulkan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2024 dan memenuhi berbagai
kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan 11l Tahun 2024 pada BPS Kabupaten
Pringsewu menyajikan analisis hasil SKD 2024 periode Januari-September 2024 pada
PST BPS Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil
kesimpulan:

a. Pelaksanaan SKD 2024 di PST BPS Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan
berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei sebanyak
39 responden yang semuanya telah diverifikasi oleh pemeriksa. Pencapaian
target pengumpulan SKD2024 pada triwulan Il sudah memenubhi target awal
dan akan terus berproses hingga akhir periode pengumpulan data pada 31
Desember 2024.

b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Kabupaten Pringsewu
sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Kabupaten Pringsewu
berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS
Kabupaten Pringsewu digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)
dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten
Pringsewu

c. Nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Pringsewu Triwulan Il
Tahun 2024 sebesar 93,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di

PST BPS Kabupaten Pringsewu termasuk dalam kategori Sangat Baik.



d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk
memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST
BPS Kabupaten Pringsewu. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten
Pringsewu belum dapat dicantumkan karena masih proses verifikasi oleh
pemeriksa.

e. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Pringsewu

f. Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Pringsewu belum dapat
dicantumkan karena masih proses verifikasi oleh pemeriksa. Begitupun Nilai
IPAK PST BPS Kabupaten Pringsewu belum dapat dicantumkan karena masih
proses verifikasi oleh pemeriksa.

g. Berdasarkan hasil SKD 2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS
Kabupaten Pringsewu di Triwulan 3-2024 mencapai 95,70%. Hal ini
menunjukkan BPS Kabupaten Pringsewu sudah sangat baik dalam menerapkan

prinsip ati korupsi.

6.2. Rekomendasi Perbaikan

Hasil SKD2024 selama Januari hingga September 2024 menunjukkan masih
terdapat ketidaksesuaian antara tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan yang

dirasakan oleh konsumen data. Dari 12 indikator pelayanan yang diukur dalam SKD



tahun 2024, BPS Kabupaten Pringsewu masih harus berusaha lebih giat lagi untuk

meningkatkan kinerja pelayanan publiknya. Berikut ini beberapa indikator yang

perlu ditingkatkan kinerjanya :

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

Ketersediaan Informasi Pelayanan

Kemudahan Persyaratan Pelayanan
Kemudahan Prosedur

Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian
Kesesuaian Produk Pelayanan

Kemudahan Akses Data Melalui Fasilitas Utama
Respon Petugas Pelayanan

Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online

Kemudahan Proses Penanganan Pengaduan
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Lampiran 1. Kuesioner SKD2024

Inueiuag

FZoT
ays ueSunuaday ynun eduey ueyeundip UEP UBYEISEYENIP UBYE uBjLaQ ngj/jedeg Sued elep enwas "unye} Suefluedas ueyBUESNE|IP UEP EIS3UOPU|
Ynunp@s s4g 1P UBYNYE)IP $Z0Z O3S "Unyel denas unng eJedas UE)EUESYE[P YE[E} N yElUSwas uep gOQ7 unyel eped uexeuesiep ey ewenad gys

‘549 ueuedejad depeysal isdnioy nue 1sdassad eiu inyeladuapy g
uep sdg (Mil) ewein ebaury Jojeyipu) ueledesuad inyelaSuapy v
‘eIsauopu| yninjas 549 elay uenjes Suisew- Suisew eped |54 yun 1p ueuedead ueyieqsad ISEPUBIONA) UBUSGWIN £
sdg Aejad uep ejep lleny depeuy. uawnsuoy uesenday 1exSun inyeladuap g
‘uawnsuoy yajo uejymngip Sued eyep swal inyeyaSuapy ‘T
ynjun uenlnpaq FZOZ QAS ‘SNSNYY BIEI3S "YIISIEIS ISEWIOjul uep ejep ueelpaiuad epas ueuehejad
seyjeny ueieyduiuad ymun 1senjeaa ueyeq iefeqas uey 1P QNS ISBH "USWNSUOY BIEP UBYMING3Y ISBYYNU3PI BU3S ‘S4g BIEP SBY[eny uep
hejad seyjeny { 1sdasiad ueyjedepuaw ynjun ueninuaq Sued 12auns ueyedniaw $Z0Z UNYe) (dXS) BIBQ UBYMINGaY 1I3ANG

HEE UTUTATIRS I IS UTWOPSY Berius £107 UPKEL ¥T ON HNY 1SSIUDKY UEIMIER E

YISVHYY

vZ0Z NNHYL T e s e i o
| VIVa NVHNLNSIN 13AYNS e

51



6- ) AUE)
8- EISEMG
L- awng/Nnng
3 - UBNIPIPUS] B UBBUR eFequia)
g - [euiseuIEY] ERequan
- YEISE] YEWLSUS
élisdl £ - weesye{ 3,18/ 110d/INL
7- HEPIL ynsels ueuefe@Eg uenpeduad 7- d EFEqua] § ue unqomal MI05 Yoios uid
_H_ T- BA G ueynyeEw yewsad yeyedy 7T —H_ T- esefay efequa suelsy) polaley [
= - (- o) AUNE) ‘- ) AUE)
a1 - (e sy ‘wedap) ddysiegm) ey sy g - EISEMSEIN
8- [ow-3 f1Eng 5 - msems [emedag
v- 549 SIESIY [ 549 3S9EM wwqomof n10s Lop iG] ymd yajog v - awngunng 1emedag
T- (pro@-sdgisd) suuo npedia)] ysels ueueieEy 548 Ueuede] y3ouadwsw £ - o INL N
—HD T- ‘Bunsiue) Bumep (154) npedia) yimels ueueleRy jnwn ueyeunfp Sued eueses 11 —H_ T- UBSO H[BU3d uogomol nI0S Yojos yild
T- emssEYENE(ERd Eweln uee(Jayad 9
T - AISETS URIEEIY |SEpUSWOYIY
o1 - IS [SEYNSUDY 5 - 5
g - 549 3sq3m eped yNsnels ynpoud sasyy v- =
¥ - AISNELS BB YRAEIM E134/0IMIN BIED UR|IBOWS £- 1s/va upgomol nIDS YBJOS YITid
_HD 7- 549 1SE{INd UERqWag ugomesl nI05 1op g3 ymd yajeg _H_ 7- £0/70/10 uepewEp
T- ueeyelsndiag : uejeundip Sued ueuede) sar o1 T- wfesspasfvlss o Bued [FBuiusl ueyppuad §
Jauaysany wopsbuad Joos Pts £Z0g [Monuoy T apoisad opod ynfrusw juy Jnyuaq wood uossd- vood uolsag
T- uendu 33y
_H_ T- PEEHE] UpRUELF U
- = o) AUNE)
- [T ETTER] runs uonpaday yrgun,
£ - |ErsIBw oy unqomof mos yojs wid _ + FUCYpUDY JOWON E
T- UBYEIUL 3UF ueuele) sasye nejefuep ueBunfumy
D T- yeyny sedngfyejoyas selng 5By EWEIN UBIEEUBWA §
_ mow-3 T
_ SUEISU| BWEN § _ BWEN T
uapuodsay uefuesaa) | joig
any Jowoy yodoj apoy eiury |efue]
EsylIaWad yerexuad
N N N D N e ewen

(sobnjad yajo sup) ueyededuad ueSuesaiay

YZ0Z NNHYL
VivVa NVHNLNE3N 13AYNS

)

&%

VISYHYY

52



OF 5 8 ¢ 3 & | | |erlsel=]ls 2 8 + L 4 “UEUEAE|SY LUE[EP UBS|EDASY YIT{EId EPE HEPIL AT
OF 6§ 8 L 2 £ §|lg|L 3 &8 F £ F ‘ueueAemd weep {I|3und) g1 uein3und epe HepI] 9T
OF § § [ % £ [ 1 [OF[ETE]L & & T T “ISEHINIESS UEE WIS US d EPE HEPI] ST
OF 5 2 L 2 5 |lo¥| 65| 2| 2 s F EA 4 “uzuetz|ad usSueinzanfinpaseld Jen| 1p ueuzARFd EPE HERIL T
OF § 8 £ 3 & [ §lgls 3 8 P Z ¥ ‘UEURAE[S d WUBIE P ISEUILULIYSIP BEPE HEPI] ET
“H|Eg-3E e HERI UBR = (3] INUEIEHIP YERRIW uenpefuad uedefueuad 5504

CF 6 T £ 3 € slele o 5 b st 1539 1E UG HEPA UBp RG] INYEISHIP YRR 154 P n_wﬁ

{T dpoyiaq £ TaTE) urnp pBuad upynyppaw yruad vapucds di Py U my phunig

o8 sl @ by s §pwe-a ool slguen peduad) s span U pedusd UEp URIES Y210 YCIUeD
6 8 48 O | | lor|sele s 5 v 2 o 1] @ kysdg ¢ [ quEp sy Qg [ P Heae (o Uﬂ”

INUEISHIP YUEPNW |5 uenpefuad sel|ise) usepRIagaY
OF § € L 2 % OF| 6| 8|:& 2 &8 © ZF ~se|al Bued U ogu ey UEq B W ndwe W Sujeo ueueAe|ad 1seR)de neEfuep ueueiead =3n1ey 0T
OF § € [ % £ [ ] [OF[6[E[L & & ® Z T HIE] UEBUSP Usdsaua W Fwes uEueAR |3 1SE|dE nER /UER UB UBAR|3H =EN154 £

AEARETIE S LIERCLE T

OF § 8 L 2 § OF| &
lox|slsle 2 s v et TUEMEUNE|p SUBA B ILEIN BUEIES IN[E|5 W S3SHEIP YEPAI §43 E1EQ 8
OF § § & 9 S (| sleglsi 2 5§ F T “UBLELUEAUSY UEHLE WS W uELE A |5d Bunjnpusd EuE e sl UED BUBIES J
OF § 2 £ % % |OF| 6| 2| L 2 S F Z F “uediluefip Sued ueSusp kNS SEWLEUP Sued ueueAR|5Y yNpoad 9
OF 8 8 L 2 £ I 1 OF[8[ 2] L 8 & F Z T “ueydelsup Bued el g ueSuap EnssE ueielEgIp Busd uruRdR Bd RARI 5
OF 5§ £ &L 3 § lor| 5| 2] & 5 ¢ L 4 “uEyHE151Ip SuBd UESUSE ERSESEWLEIPE Susd UEURAR|SY UEE S BAUSH nEMEYBUET
OF &5 8 ¢ 3 & | | |eelslels 2 5 © Z T “URHMHE|IP/ANAIP YEPNW uexdeizup Sued ueusdeadaneinpasesy £
OF § € £ % % |oF| 6| 2| &£ & & ¥ Z T TS UINEUoY Y310 Ueyde 15ipfiynusdip YRR W UeXde131p Sued uBUEAR |3 UEIRIBASISY T
OF § & L % & [ OF[ 6| 2] L & & F T T HIUBUTH3|E UOU UNENE L JILU0AIHE (5 BIPa LW INE|E W EIpa Sia] Ul UEueAR| Jun eped ueusdead 1= waoju] T
uesenc=y 3ey3un] u efujuadssy 3ey8u] UELIEAR S |51 pU oy oy
smasBuguad phups spnd Yo f Buguad yopy jpBups
OF § € £ 2 S vt £ Z T INqLEY E[EYE 1RnEaE Yi|id eiepne § Sued ey Sue LeyEUN

£ IMHLE q UedeAREd depeydal elepnes U esenday 1eqBu 1] uep ueueAead ueBuuaday 1eyBulleueleSe ‘eiepnegi1edepusd IrunUER

B} ISEWIOJU] Uep ejeq ueueiejag depeysay uesenday || yoig




umiey 5 ueugnMuL 5 ueunym e £

w5 LEIRSALES G LV Ty g l=ET=TI-1 u ey [T
o uegngss) eluue gf ueiEng ueunyeg ¢ ueny g ynjndss g [ uepinoes) iuue g uejeinEy ey g e uedngey £ |eucisey '
|5l o mep spoped 3Py Pl S = P

dHHHHHHBHHES

144] ot} 5} I 12 =1 Isi ] 5] El I
C ELT
- o s LELU TR -
g megisenge) DAL RUDS DY P A e LR DpDda Y -
£UEIZEp/| OISR {REG] U Bl S R EEIM - amamIw Lo et o
ueundLeeuad DR I S o =S mad g yejcuedipwing=g MY 45 LS e Y7 T P 5 LS A -
|SEn|ZABLER BEAQ LR G G ROQ -7 oo mege-  yRosdipyepy TR0 p®EO0 =eg F0:0g DDEELAL D55 N EUA Bl BR0 WD -
sondiobuns sone ¥opR206UsS B o ow emiemisd SEd DB DID( HDT SUM Bl -] sEjandz-  lenssHeRR ® spousg  |ams | URUEL Errn
o 6§ 2 4 8|85 t| £ 21 AN LB NS Azang Lo T s e AL E1ER L BAR I Bl ST
U1 e p e ey LN E] BB ASCWINS [N BN | HEQ JZGWING SIU3 [ Ay ouadip [} wiojey Leis 1ensas E1ER LI EIDUIY
Seq e | nee Lzpns(s)
depajia] uesendsay 124501 g
PEY4ET G IR m%mmLﬂ_w,ﬁthomﬂ . B1EQ] ASGWInS -{Z} wiojoy eped LiExISEY N o410 U U ane g SuEA meg
A8 B e1Rp L2y nEy

ENEE T apaiad (Bl wioe]y=aiEd pyemns BEp el 1S
“Inga sElelEp Susew-Eu Ew depeysal uesenday 1E33U EVAE 549 WEP UEXISEYNSUOHIP/UEYNING Ip SUEA BlEp-E1Ep IEUA EUAW | EWIDJU UEAS!|N]

{97 '8 "2 T 2P N1€s GEIES FIIq 11 UED LY [ HO/G) AISIIELs UEIEIEay [sepUs WORaT UIe[33 UEREU
BB UBRYMING3Y ||| Ho|9




